SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 30 TAHUN
2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE, PENAMBANG

Menimbang

BOAT PANCUNG, DAN PENARIK BECAK KAYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

a. bahwa sesuai Surat Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau Nomor PE.06.02/S-130/PW28/3/2025 hal
Tanggapan atas Kegiatan Bantuan Premi Kepesertaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengemudi Ojek
Online di Kota Batam, disebutkan subtansi kegiatan
bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk
Pengemudi Ojek Online lebih tepat pada urusan
pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;

bahwa pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Pengemudi Ojek Online, Penambang Boat Pancung,
dan Penarik Becak Kayuh kegiatan bantuan premi
BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengemudi Ojek Online,
Penambang Boat Pancung, dan Penarik Becak Kayuh
berada pada Dinas Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 Tahun
2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi Ojek
Online, Penambang Boat Pancung, dan Penarik Becak

Kayuh;

Mengingat. . .



Mengingat

&

£

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggara Program J aminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6893);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan. . .
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10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

i1

12.

13.

14.

15.

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor S Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan
Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 118);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014
Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemmbentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN. . .



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
30 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE, PENAMBANG BOAT
PANCUNG, DAN PENARIK BECAK KAYUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30
Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi Ojek
Online, Penambang Boat Pancung, dan Penarik Becak
Kayuh (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor
1600), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud

dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Batam.

2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan
Kota Batam.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik
BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun
Perwakilan di Kota Batam.

7. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya
disingkat PBPU adalah orang perorangan yang
melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk
memperoleh penghasilan.

8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta.

9. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu

tanda peserta BPJS.
10. Jaminan. . .



10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21

-6-

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya
disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan
pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja
atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat
JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang
disebabkan oleh Pekerjaan dan/atau lingkungan
kerja.

Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya
fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang
secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan  berkurang atau hilangnya
kemampuan pekerja  untuk menjalankan
pekerjaannya.

Cacat Sebagian Anatomi adalah cacat yang
mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa
bagian anggota tubuh.

Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang

mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian
atau beberapa bagian anggota tubuh.

Cacat Total Tetap adalah cacat yang
mengakibatkan ketidakmampuan seseorang
untuk melakukan pekerjaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

Aplikator adalah perusahaan yang bertanggung
jawab mengoperasikan aplikasi transportasi
online.
Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan. . .
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan
Aplikator pengemudi ojek online, koperasi
penambang boat pancung, dan ketua kelompok
penarik becak kayuh guna mendapatkan data
pengemudi ojek online, penambang boat pancung,
dan penarik becak kayuh sebagai penerima
bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu dilakukan verifikasi dan validasi.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas
melakukan verifikasi dan validasi nama-nama
Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
pengemudi ojek online, penambang boat pancung,
dan penarik becak kayuh.

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

a. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan;
b. Aplikator pengemudi ojek online;

c. Koperasi penambang boat pancung; dan
d. Ketua kelompok penarik becak kayuh.

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh setiap unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan
Keputusan Kepala Dinas tentang sasaran penerima
bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Keputusan Kepala Dinas paling sedikit memuat
informasi yang berhubungan dengan identitas diri
dari penerima bantuan pembayaran iuran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas:

a. Nama,;
b. Tanggal lahir;
c. Nomor Induk Kependudukan; dan

d. Alamat.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2026

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,
dto

FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1690

Salinan sesuai dengan asli
Kepala Bagian Hukum

a

JOKO
Pembin
NIP. 19830102 200903 1 001

SASONGKO, S.H., M.H



